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Abstrak

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari paiken yang mencetak individu agar supaya

dapat bekerja pada kelompok tertentu. (Evan, 1978). Pendidikan kejuruan suatu
program yang berada dibawah pendidikan tinggi yang diorganisasi menyiapkan peserta

didik untuk memasuki dunia kerja tertentu atau meningkatkan pekerjaan dalam dunia

kerja. (Good, 1959)Pendidikan kejuruan bermaksud menyiapkan peserta didik untuk
memasuki lapangan kerja tingkat menengah tertentu sesuai dengan tuntutan yang
dipersyaratkaroleh dunia kerja, dan memberikan bekal kepada peserta didik untuk
mengembangkan durinya. Oleh karena pendidikan kejuruan pada dasarnya
mengarahkan peserta didik pada bidang tertentu melalui suatu organisasi, tentulah hasil
pendidikan ini dapat dipakai sefs bekal mencari kehidupan atau nafkah. Pendidikan
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pembangunan pendidikan kejuruan diorientasikan pada tujuan strategis pembangunan
pendidikan menengah kejuruan yang mengpeda Rencana Strategis Kementerian
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menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi,
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kebijakan dalam pendidikan kejuruan untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan SMK

agar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan di masa ini.

Kata Kunci: Kejuruan kebijakan pendidikan,

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan titik berat pembangunan
dalam memasuki era globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan yang mampu
membawa manusia lepas dari berbagai keterbelengguan. Upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitasusnber daya manusia telah dituangkan dalam Undamtang
No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 11 Ayat 1 dan 2 yang menekankan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan
serta menjamin terselenggaranya pendidikyang bermutu bagi setiap warga negara

tanapa diskriminasi.
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